ABSTRAK
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Bangsa  Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Bangsa Indonesia adalah hutan. Hutan merupakan aset negara yang dalam pemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dalam pemanfaatan hutan perlu memperhatikan kelestariannya. Namun dalam pelaksanaannya banyak hutan yang ditebang tanpa izin atau illegal logging yang berdampak pada rusaknya kelestarian hutan. Yang selalu menjadi sorotan adalah keberadaan hutan negara yang kerusakannya makin parah. Disisi lain terdapat pula hutan rakyat yang perlu diperhatikan keberadaannya  Dengan demikian yang menjadi alasan penulis dalam penelitian ini adalah : maraknya penebangan hutan tanpa ijin  yang menyebabkan rusaknya hutan perlu diantasipasi. Begitu juga dengan keberadaan hutan rakyat perlu diperhatikan kelestariannya. Dalam pelakukan pemanfaatan hutan berupa penebangan kayu diperlukan pengawasan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang berkaitan dengan Ijin Penebangan Hutan Jati Rakyat di Kabupaten Blora?, (2) Bagaimana substansi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ijin Penebangan Hutan Jati Rakyat di Kabupaten Blora?, (3) Bagaimanakah sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ijin Penebangan Hutan Jati Rakyat di Kabupaten Blora.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakuakn diwilayah hukum Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.  Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai izin penenbangan hutan jati rakyat terdiri dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1970 tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 tahun 2001. sinkronisasi secara keseluruhan tidak ada pengaturan yang tumpang tindih produk perundang-undangan, saling melengkapi, saling terkait dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasionalnya materi muatannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai izin penebangan hutan jati rakyat terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2001. Saran kepada Pemerintah Daerah setempat Pemerintah Kabupaten Blora perlu membuat aturan baru yang lebih khusus mengenai izin penebangan hutan jati rakyat Diperlukan sanksi dan aturan yang tegas agar aturan mengenai penebangan hutan jati rakyat dapat berlaku efektif di masyrakat.  


























































































